
 

 

 

 PERATURAN  KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

   NOMOR  7    TAHUN 2010 

 TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

 TAHUN 2010 – 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) juncto Pasal 

19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana 

Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3676); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  4288); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
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Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2009 – 2014; 

9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor  64 Tahun 2005; 

10. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 

193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014; 

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 

rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS 

TENAGA NUKLIR TAHUN 2010-2014. 

 
Pasal  1 

 

 Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014 

yang selanjutnya disebut Renstra BAPETEN merupakan pedoman 

bagi:  

a. Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah 

BAPETEN Tahun 2010-2014, Penetapan Kinerja Tahunan 

Lembaga dan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga 

(RKA-KL); dan 

b. Pimpinan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah BAPETEN dan Kepala Satuan Kerja 

(SATKER)/Pejabat Eselon I dalam penyusunan Rencana 

Program dan Laporan  Kinerja Tahunan. 

 
Pasal  2 

 
 Kepala BAPETEN melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

Renstra dan Rencana Kerja Jangka Menengah BAPETEN. 

 
Pasal 3 

 
 Renstra BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala BAPETEN ini. 
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Pasal 4 

 
 Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 29 Januari 2010. 

                                                               

                                                             Ditetapkan  di Jakarta  

                                                             pada tanggal 31 Desember 2010 

                                                             KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, 

                                                                                                         ttd 

                          AS  NATIO LASMAN 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 

ttd 

Heddy Krishyana 
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